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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 977 AHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
\TARA KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

» meningkatkan akses pendi

~
2 4s

bahwa dalam rangks dikan madrasah yang
nermutu, perlu memberikan Kesempatan masyarakat melalui organisasi
hukum untuk menyvelenggarakan madrasah sesuai dengan

ndar nasional pendidikan;

‘
]

1 Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini
administratif, teknis dan kelayakan

agaimana mesunya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim
Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi Nomor B-3770/KK.10.02/2/PP.00/4/’2019
7 April 2019 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah Nomor 0229/NDIPM/2019 tanggal 8 Juli 2019
sehingga layak diberikan izin operasional;

-2 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
menterian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin
ional Raudhatul Athfal Rivadul Huda Nusantara Kabupaten

talah memenuhl persyaratan

N .
cahaoai
e’

Re
Operas
Sukabumi:

Sistem Pendidikan
] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Nasiona
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

omor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

ran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

mor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
a Republik Indonesia Tahun 2008
egara Republik Indonesia Nomor

sebagaimana

Peraturan Pemerintah No
Pendidikan Dasar (Lembaran Negar
Nomor 90, Tambahan Lembaran N
4863);

Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
gara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Pendidikan (Lembaran Ne
Republik Indonesia Nomor 4864);

91, Tambahan Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintzn Nomnor 74 Tahu
toatan 200% Nomor 194, Tazmbzhan
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iegara Republik Indonesiz 120050
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Lembaran Negarz Hepunhs Indonesia Nomor 4941,

4 - ey $grye 1 g oswy 2
Vemor 17 Tehun 2010 tentzng pengelolaan dan

. Peraturan Pemerintan DvOI00 :
g 2 » 13111 y iz

Penvelenggarasn Pendidizar (Lernbaran Negarz Republic Indonesiz
e 2 T 1 - P IUSOPR 5% Fi F PSP
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lemmbaran Nepsrs Reputliis Indonesia

7
,,,,,, selah diubzh dengan Peraturan Pernerintsh
T

Nomor 51350) sebagalmans diuba ’ ¥ : ‘
r 66 2010 tentang Perubzhan Alzn Pergturzn Pemennian

P delpan dun Penyelenggzrzzn

donesiz Tzhun 2010 Nomor

¥ Indonesiz Nomor 5137);
tentzng Kementerizn Agams

-y

un 2015 Nomor 162);

Peraturan Menteri 1 + 24 Tzhun 2007 Standar
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolzh Dazsar/Madraszh Ibtidaiyah,
Sekolan Menengzah Perizmz/Madrzzzh Teznzwiyzh, dan Sekolzah
Menengah Atas/Madrasah Aliveh;

Peraturan Menteri Pendidik izsional Nomer 15 Tzhun 2010 teniang
Standar Pelayanzn  Minimzl Pendidikan di  Kabupaten/Kota
sebagaimana telzh diubzh menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dzn
Kebudavaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubzhan atas Peraturan
).Ienterl' Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentzng Stzndar
Minimal Pendidikan di HKabupaten/Kotz (Beritz Negara

5

elayanan
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tientang Standar
Kompstensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasz Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 11);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertika! Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 8351);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan KXedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1495);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL RIYADUL HUDA NUSANTARA KABUPATEN

SUKABUMI.

KESATU 2 Memberikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Atk_lfal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
.pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada
BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2019
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 977 AHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL RIYADUL HUDA NUSANTARA

KABUPATEN SUKABUMI

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

1 |[Nama Madrasah Raudhatul Athfal Riyadul Huda Nusantara
2 |Nomor Statistik Madrasah 101232020270
3 |Alamat Madrasah Kp. Duren Bongkok
Desa/Kelurahan Berekah
Kecamatan Bojong Genteng
Kabupaten Sukabumi |
Provinsi Jawa Barat :
|
4 [Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Riyadul Huda Nusantara {
S |Akte Notaris Organisasi SRI AMBARWATI, SH.
Penyelenggara No. 7 Tanggal 19 Desember 2017
6 |Pengesahan Akte Notaris Organisasi |AHU-0018814.AH.01.04.Tahun 2017
Penyelenggara Tanggal 22 Desember 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA
ROVINSI JAWA BARAT

|
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